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Suryanti Fabanyo, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat 
Daerah Kota Tidore Kepulauan (dibimbing oleh Muhammad Yunus 
dan Muhammad Rusdi) 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan 
fungsi pengawasan kinerja pemerintahan daerah yang dilakukan oleh 
Inspektorat Daerah di Kabupaten Tidore Kepulauan telah dilakukan 
secara efisien dan efektif, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi 
efektivitas pelaksanaan fungsi kinerja pemerintahan daerah di Kabupaten 
Tidore Kepulauan. 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis 
efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah 
pada Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan, serta untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 
fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah pada kantor Inspektorat 
Daerah Kota Tidore Kepulauan. 
Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi 
pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Tidore, 
Kepulauan ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan 
pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, 
ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan 
waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data 
penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor 
Inspektorat, kota Tidore. 
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota  Tidore 
adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di 
bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan 
prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan 
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1.1. Latar Belakan Masalah  
Dalam rangka menigkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan 
pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan 
bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan 
pemerintahan. Penyelenggaran pemerintahan yang efektif adalah 
merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa 
reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya 
penyampaian kebijakaan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai 
pelaksana program pemerintahan. 
Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan bagi masyarakat, akan 
menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan bagi masyarakat itu 
timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak 
terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat 
pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang  
terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan 
oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 




Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanan 
pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun  2004 
tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan 
pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 
Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang 
pengawasan represif kebijakan daerah. 
Kedisiplinan pegawai untuk mentaati peraturan jam kerja, dan 
pelaksanaan tugas yang lainnya masih terkadang diremehkan. Keadaan 
tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran para pegawai yang            
tugasnya belum maksimal, sehingga terkadang pegawai lebih mengurus 
kepentingan pribadi atau golongannya. Victor (1994, hal. 38) 
Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab 
tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-
penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang 
efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok 
pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang 
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk 
mewujudkannya maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap 
kinerja pemerintahan dan pembangunan. 
 Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan 
pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, 
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pengorganisasian  dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang 
efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap 
gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam 
melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan 
secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai 
dengan yang direncanakan. Manullang (2006, hal. 13) 
 Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai         
dengan baik alasannya karena faktor pelaksanaan pengawasan belum  
sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan 
berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum     
sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkan  
petunjuk yang akan dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan 
pengawasan. Victor (1994, hal. 39) 
Kantor Inspektorat di Kota Tidore Kepulauan yang memiliki fungsi 
dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana 
salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. 
Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, 
pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua azas, yaitu : Badan 
Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati 
sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang 
pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau 
pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat 
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perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Sedang pengusutan dilakukan 
sendiri oleh Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. 
Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan dalam 
upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan 
fungsional  kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi 
lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung 
jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi 
dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian 
diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga 
dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah 
diberikan. 
Berdasarkan pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah        
di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kota Tidore Kepulauan tersebut                 
di atas, maka keberadaan Badan Pengawasan Daerah merupakan 
instansi vertical dari Badan Pengawasan yang ditugaskan di Kota sebagai 
aparat pengawasan umum, dimana dalam melakukan pengawasan tugas-
tugas secara administrative maupun operasional diperlukan adanya 
mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Bupati dalam pelaksanaan 
pengawasan maupun kedudukannya sebagai instansi vertical yang 
bertanggungjawab kepada Inspektorat Daerah kota Tidore Kepulauan. 
Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi 
pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena 
pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai 
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dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan 
pengawasan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya 
keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan 
bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan 
pemerintahan daerah, khususnya di Kota Tidore Kepulauan. 
 Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya 
dalam penulisan Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi 
Pengawasan Di Kantor Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 Dilihat dari latar belakang yang ditulis oleh penulis, maka penulis 
merumuskan masalah yaitu: 
1. Apakah fungsi pengawasan kinerja pemerintahan daerah yang 
dilakukan oleh  Inspektorat Daerah di kota Tidore Kepulauan. 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan 
fungsi kinerja pemerintahan daerah di Kota Tidore Kepulauan. 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Dengan diadakannya penelitian ini, penulis mengharapkan tujuan 
dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisis efektivitas  pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja 




2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah pada kantor Inspektorat 
Daerah Kota Tidore Kepulauan. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
 Penulis mengadakan penelitian ini dengan mengharapkan adanya 
manfaat yang diberikan pada berbagai pihak, baik pada manfat akademis 
maupun manfaat praktis, antara lain : 
a. Sebagai bahan sumbangan pikiran mengenai pelaksanaan fungsi 
pengawasan yang efektif khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah      
di Kota Tidore Kepulauan. 
b. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam 
mengenai masalah pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya pada 













2.1. Konsep Pengawasan 
2.1.1. Pengertian Pengawasan  
Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan 
pemerintan menurut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi 
pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian 
keuangan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan 
suatu system pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga 
kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. 
Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan 
administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjan 
yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. 
Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu 
yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koresi 
terhadap hasil kegiatan.  
Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-
penyimpagan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka 
segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan 
berikutnya sehingga terarah pelaksanaanya. 
Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen 
kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-
pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai 
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bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia 
bergaul dengan mereka. 
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan 
tersebut.Controlling is the process of measuring performance and taking 
action to ensure desired results. (Schermerhorn,2002) 
Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala 
aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . the 
process of ensuring that actual activities conform the planned activities. 
(Stoner,Freeman,&Gilbert,1995) 
Menurut Winardi (2000, hal. 585) "Pengawasan adalah semua 
aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan 
bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". 
Sedangkan menurut Basu Swasta (1996, hal. 216) "Pengawasan 
merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat 
memberikan hasil seperti yang diinginkan". 
Lebih lanjut menurut Komaruddin (1994, hal. 104) "Pengawasan 
adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual 
rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan 
rencana yang berarti".  
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Menurut Sule dan Saefullah ( 2005 : 317 ) mendefinisikan bahwa :                  
” Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 
pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut ”. 
Iman dan Siswandi ( 2009 : 195 ) mengemukakan bahwa 
pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan 
organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara 
membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini 
menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan 
dan pengawasan. 
Reksohadiprodjo ( 2008 : 63 ) mengemukakan bahwa : 
”Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para 
pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.” 
Terry dan Leslie ( 2010 : 232 ) berpendapat bahwa : ”Pengawasan 
adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang 
sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer 
waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu 
menjadi serius.” 
Sarwoto ( 2010 : 94 ) menyatakan bahwa : ” Pengawasan adalah 
kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan 




Fathoni ( 2006 : 30 ) mendefinisikan bahwa : ” Pengawasan adalah 
suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama 
pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan 
informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai 
kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan ”. 
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 
bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. 
Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi 
manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah 
dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang 
direncanakan ataukah belum. 
Manullang ( 2006 : 177 ) mengemukakan bahwa : ” Pengawasan 
adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena 
pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal 
karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang 
berwenang. 
Pengawasan dapat dipusatkan, dapat didesentralisir tergantung 
pada karyawannya. Apabila karyawan ahli maka dapat didesentralisir. 
Kalau banyak karyawan tak ahli seyogyanya dilakukan pusat. 
Pengawasan dapat dikelompokkan misalnya ke dalam : 
1. Pengawasan produksi, yaitu agar hasil produksi sesuai dengan 




2. Pengawasan persediaan, yaitu menjamin tersedianya bahan dalam 
jumlah harga, waktu yang tepat sehingga proses produksi tidak 
terganggu. 
3. Pengawasan kualita, yaitu menjamin agar kualita hasil produksi, bahan 
dan bahan proses memenuhi ukuran-ukuran standar yang telah 
ditentukan. 
4. Pengawasan ongkos, yaitu menjamin agar produksi/operasi dijalankan 
dengan ongkos minimum sesuai dengan standar. 
Walaupun pengawasan mahal tetapi diharapkan agar hasil 
pengawasan akan dapat memperbaiki kedudukan perusahaan karena 
penjualan dapat didorong karena kualita barang lebih unggul dari saingan, 
atau harganya bersaingan, dan lain-lain. Di dalam pengawasan perlu pula 
diperhatikan motivasi. Apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja 
dilakukan pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat 
sekehendak hati. Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal 
yang tak diinginkan. 
Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah 
ditarik suatu simpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan 
yang menginginkan agar setiap pekerjan dilaksanakan seagimana 
mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk 
mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang 




2.1.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan 
Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya 
tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan 
pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu 
pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. 
Menurut Situmorang dan Juhir ( 1994:22 ) maksud pengawasan adalah 
untuk : 
1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak 
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai 
dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali 
kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang 
baru. 
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan 
dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan 
yang telah direncanakan. 
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase 
tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam 
planning atau tidak. 
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam planning, yaitu standard. 
Menurut Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga 
mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu: 
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1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan 
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai 
dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta 
kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga 
dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. 
mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah. 
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan 
apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, 
sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. 
Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud 
pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan 
segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, 
serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki 
ke arah yang lebih baik. 
Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas 
(2004:337) mengemukakan: 
1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-




2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-
rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti 
dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan 
atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi. 
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para 
pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai 
produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang 
memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan. 
Sedangkan Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa 
tujuan pengawasan adalah : 
1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung 
oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan 
berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang 
konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat 
(kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab. 
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat 
pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. 
3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau 
kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing?masing 
aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk 




Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Menurut Sule 
dan Saefullah (2005 : 318-319) ada empat tujuan pengawaqsan tersebut 
adalah adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan 
biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. 
1. Adaptasi lingkungan, adalah agar perusahaan dapat terus 
menerus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di 
lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal 
maupun lingkungan eksternal. 
2. Meminimumkan kegagalan, adalah ketika perusahaan 
melakukan kegiatan produksi misalnya perusahaan berharap 
agar kegagalan seminimal mungkin. 
3. Meminimumkan biaya, adalah ketiga perusahaan mengalami 
kegagalan. 
4.  Antisipasi komplesitas organisasi, adalah agar perusahaan 
dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang 
kompleks. 
Menurut Siswandi (2009 : 83-84) mengatakan bahwa tujuan 
pengawasan adalah : 
1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, 
peraturan dan hukum yang berlaku 
2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi 




4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di 
dalam organisasi 
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian 
membandingkan kinerja aktual dengan standar serta 
menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari 
solusi yang tepat.  
Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 
1995 : 36 ) adalah : Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai 
dengan rencana, yang digariskan,  mengetahui apakah sesuatu 
dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, 
mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, 
mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan 
keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, 
atau kegagalan ke arah perbaikan. 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa 
pada pokoknya tujuan pengawasan adalah: 
1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta 
instruksi-instruksi yang telah dibuat. 
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-
kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan 
efektivitas kerja. 
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan 




2.1.3. Macam Teknik Pengawasan 
Disarikan dari pendapat Koontz, et. al. (dalam Hutauruk, 1986 : 
298-331) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk 
memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka 
lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung 
(direct control) dan pengawasan tidak langsung (indirect control). 
Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang 
dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan 
rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan 
organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan 
yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, 
memeriksa dan  mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang 
dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan 
terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Menurut 
Koontz, et. al, pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila 
tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah. 
Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik 
pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan 
pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah 
untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang 
tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Menurut 
Koontz, et. al, pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan 
apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. 
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Dari pendapat Koontz, et. al di atas, Situmorang dan Juhir 
(1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai 
hal, yaitu : 
1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung  
a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan 
secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan 
mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on 
the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan 
secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan 
inspeksi. 
b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari 
laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun 
tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan 
sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”. 
2. Pengawasan preventif dan represif  
a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum 
pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan 
terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, 
rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. 
b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), 
meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. 
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern  
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a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan 
harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan 
unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu 
pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 
b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan 
dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang 
meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal 
Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan 
instansi pemerintah lain. 
Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir, dalam Siagian                                   
(2008 :139-140) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada 
dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan 
mempergunakan dua macam teknik, yakni : 
a. Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan 
organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan 
yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat 
berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) on the spot observation, (c) on 
the spot report, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on 
the spot pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan 
kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan -terutama dalam 
34 
 
organisasi yang besar- seorang pimpinan tidak mungkin dapat 
selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering 
pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. 
b. Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan 
jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang 
disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) 
tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung 
itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal 
yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu 
mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang 
diduganya akan menyenangkan pimpinan. 
Sementara Bohari (1992:25) membagi macam teknik pengawasan 
sebagai berikut : 
1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. 
Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur 
yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan 
preventif ini bertujuan:  
a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang 
dari dasar yang telah ditentukan. 
b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan 
kegiatan secara efisien dan efektif. 
c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai. 
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d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai 
instansi sehubungan dengan tugas yang harus 
dilaksanakan. 
2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan 
dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan 
apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif 
dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan 
yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan 
yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan 
dalam bentuk:  
a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan 
dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat 
pertanggungan jawab disertai bukti-buktinya mengenai 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 
b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan 
di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi. 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan 
yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam 
teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan 
terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing 
organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar 
dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan 
atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih 
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buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan 
yang harus dilakukan oleh organisasi. 
2.1.4. Fungsi-fungsi Pengawasan 
Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317) mengemukakan fungsi 
pengawasan pada dasarnya meruapakan proses yang dilakukan  untuk 
memastiakan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaiamana 
mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi 
berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga 
pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi 
dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan 
untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan 
berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan 
semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk 
mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai 
apa yang telah direncanakan. 
Fungsi dari pengawasan sandiri adalah : 
1) Mempertebal rasa tangung jawab dari pegawai yang diserahi 
tugas dan wewenang dalam pelaksanan pekerjan. 
2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan 
agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 
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4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam 
pelaksanaan pekerjan tidak mengalami hambatan dan 
pemboosan-pemborosan. 
2.1.5. Tindak Lanjut Pengawasan 
 Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari 
kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan 
dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesunguhnya mengenai 
pelaksanaan kegiatan organisasi. 
 Sesuai dengan Instrusksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak 
lanjut pengawasan terdiri dari : 
1. Tindakan adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundag-undangan di bidang kepegawaian termasuk 
penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam 
pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengaturan 
disiplin pegawai negri sipil. 
2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu : 
a) Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali. 
b) Tuntutan perbendaharaan  
c) Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll. 
3. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan 
perkaranya kepada kepolisian Negara Repulik Indonesia dalam 
hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan 




4. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang 
kelembagan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. 
 Dengan demikian tindak lanjut yang dilakukan dalam pengawasan 
tidak semuanya harus berbentuk sanksi atau hukuman tetapi juga berupa 
bimbingan atau pengarahan bahkan dapat berupa pujian atau 
penghargaan kepada mereka yang berprestasi. 
 2.1.6. Pentingnya Pengawasan 
 Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang 
telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan 
tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik. 
 Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang 
melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus 
diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan 
merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang 
diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan 
pegawai. 
Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin 
diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto (2009 : 200) adalah : 
1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan 
lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat 
dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan 
baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan 
pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan 
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manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh 
pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu 
menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang 
diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi. 
2. Peningkatan komplesitas organisasi. Semakin besar organisasi 
semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-
hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin 
bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran 
pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, 
bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, 
perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam 
negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping nitu organisasi 
sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-
agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor 
pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau 
fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya 
memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih 
efisien dan efektif. 
3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah 
membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana 
melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota 
organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau 
komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu 
rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. 
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Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi 
kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila 
manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya 
tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya 
cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah 
melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya 
adalah dengan menginplementasikan sistem pengawasan. 
Tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer 
tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan. 
Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak 
menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan 
otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan 
untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah 
menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan 
kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. 
Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan 
kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. 
Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan 







2.1.7. Tahapan-Tahapan Proses Pengawasan 
1. Tahap Penetapan Standar 
Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target 
pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam 
pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu : 
a. Standar Phisik 
b. Standar Moneter 
c. Standar Waktu 
2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 
Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan secara tepat 
3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 
Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang 
berupa atas, pengamatan l laporan, metode, pengujian, dan 
sampel. 
4. Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa 
Penyimpangan 
Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya 
penyimpangan dan menganalisanya mengapa bisa terjadi 






5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi 
Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi 
penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam 
pelaksanaan. 
2.1.8. Pengawasan Yang Efektif 
Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010 : 28) yaitu : 
1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan 
pedoman dan valid 
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan 
dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan 
perbaikan perlu dilaksanakan 
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami 
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang 
penyimpangan yang paling sering terjadi 
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan 
harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat 
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan 
yang ada di organisasi 
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan 




8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang  
dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi 
perubahan kondisi 
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat 
menunjukan deviasi standar sehingga dapat menentukan 
koreksi yang akan diambil 
10. Diteima para anggota organisasi, maupun mengarahkan 
pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong 
peranaan otonomi, tangung jawab dan prestasi. 
2.2. Konsep Inspektorat  
Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 
tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula 
dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi/Kota atau Kota, Inspektorat 
merupaka unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional 
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu 




a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional; 
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengelolaan 
Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya, 
c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja 
Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha 
Daerah lainnya; 
d. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan 
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik 
berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan 
atau informasi dari berbagai pihak; 
e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja 
Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha 
Daerah lainnya; 
f. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan 
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik 
berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan 
atau informasi dari berbagai pihak; 
g. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap 
dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah; 
h. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah 
melalui pemberian konsultasi; 
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i. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat 
pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP); 
j. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua 
pihak; 
k. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang 
berkompeten dalam rangka menunjang kelan-caran tugas 
pengawasan; 
l. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur 
dengan tembusan kepada DPRD; 
m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur; 
2.3. Fungsi Inspektorat 
Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang 
pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial 
kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah. 
Fungsi-fungsi Inspektorat Provinsi, meliputi : 
1. Perencanaan program pengawasan 
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang 
pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta 
keuangan dan kekayaan daerah 




5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
Sedangkan Inspektorat Kota/kota mempunyai kedudukan, tugas 
pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kota/Kota 
masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing 
kota/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 Oleh sebab itu, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembaga-
lembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola 
pembinaan terpadu dan berkesinambungan. 
 
2.4.  Kerangka Konseptual 
 Fungsi dan peran pengawasan adalah suatu kegiatan penilaian 
terhadap suatu organisasi dengan tujuan, agar organisasi tersebut         
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai             
dengan yang direncanakan. Menurut Reksohadiprodjo (2008, hal. 63) 
bahwa pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada 
para pelaksana, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. 
Berdasarkan pendapat yang sebagaimana dilakukan oleh 
Reksohadiprojo maka dalam melakukan pengawasan, khususnya pada 
Kantor Inspektorat adalah lebih ditekankan pada hasil pelaksanaan 
pekerjaan yang lebih akurat dalam melakukan tugas pemerintahan dan 
pembangunan di kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itulah menilai 
efektifnya fungsi pengawasan maka dalam menentukan indikator, penulis 
berpedoman  pada teori pengawasan yang sebagaimana dikemukakan 
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oleh Sarwoto (2010, hal. 28) bahwa suatu pengawasan yang efektif               
jika terdapat keakuratan data dalam fungsi pengawasan, ketepatan waktu 
dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh dan adanya 
keakuratan data. Oleh karena itulah akan disajikan kerangka konseptual 
yaitu sebagai berikut : 




























- tepat waktu 
- obyektif 




-  Aparat pengawasan 







3.1. Pendekatan Penelitian 
  Dalam penelitian ini digunakan teknik deskriptif/kualitatif yaitu 
menguraikan secara kualitatif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan 
yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat dan selanjutnya melakukan             
penilaian mengenai pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan visi 
dan misi Kantor Inspektorat di Kota Tidore Kepulauan. 
 
3.2. Unit Analisis Penelitian 
 Unit analisis penelitian ini adalah pada Kantor Inspektorat Daerah    
di Kota Tidore Kepulauan. 
 
3.3. Lokasi Penelitian 
  Adapun lokasi penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kota Tidore 
KepulauanProvinsi Maluku Utara, dengan alasan Kota Tidore Kepulauan 
adalah daerah asal peneliti/penulis. Sehingga lebih memudahkan dalam 
mencari dan memperoleh data. 
 
3.4. Narasumber/Informasi 
  Narasumber/Informasi merupakan orang-orang yang berpotensi                
untuk memberikan informasi tentang mengapa fungsi pengawasan yang 
kurang efektif di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan. Yang dapat 
memberikan informasi kepada penulis yaitu : 
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1. Inspektur inspektorat daerah 
2. Pegawai inspektorat daerah 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
  Seluruh kegiatan penelitian data tidak terlepas dengan suatu 
metode pengumpulan data, sebab dalam memilih suatu metode penelitian 
tidak terlepas dari masalah-masalah yang hendak diteliti. Dalam suatu 
kegiatan penelitian, metode memang peran penting sebab metode 
memang memiliki peran penting, sebab metode penelitian adalah 
merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan masalah yang 
berkaitan dengan penelitian. Sebelum peneliti/penulis mengemukakan 
metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu 
akan diuraikan pengertian penelitian itu sendiri. Penelitian adalah 
merupakan suatu usaha dalam proses untuk mendapatkan solusi dari 
permasalahan setelah dilakukan studi dan analisis dari berbagai faktor. 
Berdasarkan derfinisi di atas terlihat bahwa penelitian muncul diakibatkan 
adanya permasalahan, dan adanya keinginan untuk mengetahui jawaban 
dari permasalahan tersebut. ( Nasution dan Usman, 2008 : 2 ).  
  Pada hakekatnya dalam sebuah penelitian maka ada metode atau 
cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mencari dan 




a) Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui 
hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi 
obyek dalam penelitian. 
b) Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang 
dilakukan  dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang 
relevan dengan penelitian. 
  Untuk memperoleh data yang autentik, mengenai data penelitian ini 
penulis mengemukakan teknik pengumpulan data yaitu : 
a. Teknik Wawancara atau lisan yaitu penulis mewawancarai 
langsung dengan informan yang mengetahui permasalahan yang 
diteliti. 
b. Teknik observasi (Pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan 
langsung dengan cara mengumpulkan data serta mencatat 
gejala-gejala yang nampak pada objek penelitian. 
c. Teknik Dokumenter yaitu melacak sumber-sumber tertulis yang 
berhubungan dengan dengan masalah-masalah penelitian. 
Sumber ini berupa litelatur yang memuat data yang relevan 
dengan masalah penelitian. 
 
3.6. Teknik Analisis Data 
  Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data 
dalam metode penelitian dengan menjawap rumusan maslah maka 
dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono                      
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(2008 : 147) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau gambarankan data 
yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
Dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu. 
  Pedoman pada jenis penelitian deskriptif, dimana data terkumpul 
dengan teknik wawancara dan dokumenter kemudian proses selanjutnya 
adalah penyederhanaan melalui beberapa proses, baik pencatatan, 
penegtikan, penyuntingan agar mudah dibaca dan dipahami serta upaya 
mencari jawaban atas permaslahan yang dirumuskan. Setelah   dilakukan 
pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik kulitatif 
dengan menggunakan data yang tersedia. 
  Analisis data tersebut menunjukkan pada petunjuk makna, 
deskripsi dan penempatan data pada konteksnya masing-masing serta 










HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Kota Tidore Kepulauan 
4.1.1. Keadaan Geografis  
A. Letak dan Batas Wilayah 
Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom yang dimekarkan 
dari Halmahera Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2003tentang pemekaran wilayah yang diresmikan pada tanggal 31 mei 
2003. 
Secara geografis, letak wilayah Kota Tidore Kepulauan berada 
pada batas asrtronomis 0o-20o Lintang Utara pada posisi 127o – 127,45o 
Bagian Timur. Kota Tidore Kepulauan memiliki total luas wilayah 
13.862,86 Km2 dengan daratan 9.116,36 Km2 dan batas wilayah sebagai 
berikut : 
 Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, 
Kota Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kota Halmahera 
Barat. 
 Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Wasile 
Selatan, Kota Halmahera Timur, dan Kecamatan Weda Kota 
Halmahera Tenga. 
 Sebelah Selatan  Berbatasan dengan Gane Barat Kota 
Halmahera Selatan, Kecamatan Pulau Moti Kota ternate. 
 Sebelah Barat Berbatasan dengan Laut Maluku. 
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B. Luas dan Ketinggian Wilayah   
Wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan terbagi atas 8 
kecamatan dengan 72 desa/kelurahan yang terdiri dari 5 desa dan 67 
kelurahan, dengan luas wilayah mencapai 1.883,33 kilometer persegi atau 
sama dengan  3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Maluku Utara. 
Selanjutnya rincian mengenai luas daerah dan pembagian daerah 
administrasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 
Tabel 4.1 
Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi  
 
No.  Kecamatan Luas (Km2) 
1 Tidore 212,15 
2 Tidore Selatan 249,32 
3 Tidore Utara 221,33 
4 Tidore Timur 199,92 
5 Oba 2.373,63 
6 Oba Selatan 2.210,92 
7 Oba Utara 1.155,91 
8 Oba Tengah 2.493,17 
Sumber : Data sekunder, Kota Tidore Kepulauan ( BPS dan BAPEDA ) 
Dari luas wilayah yang dimiliki Kota Tidore Kepulauan sebagaian 
besar wilayahnya merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,5% dari luas 
total wilayah dan sisanya merupakan dataran rendah 27,74 persen. 
Terdapat 5 kecamatan yang tofografi wilayahnya merupakan dataran 
tinggi berbukit-bukit yaitu Kecamatan Oba Selatan, Tidore, Tidore selatan, 
Oba tengah, Tidore Timur, sedangkan kecamatan lainnya berada 
didataran rendah dengan tofografi tanah datar. 
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Kota Tidore Kepulauan sebagian wilayahnya dilalui sungai cukup 
besar, satu diantaranya adalah Sungai Oba yang panjang sekitar 90 km 
yang sekaligus sumber utama dari Dam serbaguna Oba. 
4.1.2. Kependudukan 
A. Penduduk 
Penduduk selain sebagai subyek juga sekaligus obyek dari semua 
bidang pembangunan. Oleh karena aspek kependudukan harus selalu 
menjadi pertimbangan utama dalam setiap perencanaan pembangunan. 
Untuk itu di perlukan informasi data penduduk yang mutakhir baik 
informasi mengenai kuantitas komposisi sebaran dan perkembangannya. 
Dilihat dari jumlah penduduknya Kota Tidore Kepulauan termaksud 
Kota terbesar pertama di Maluku Utara setelah Kota Ternate. Berdasarkan 
hasil sensus penduduk 2010, Penduduk Kota Tidore Kepulauan tercatat 
sebesar 99.416 jiwa yang terdiri dari 50,678 jiwa laki-laki dan 48,738 jiwa 
perempuan. 
Sebagai daerah penunjang dari Kota Ternate yang merupakan 
Ibukota Provinsi  Maluku Utara, dinamika penduduk Kota Tidore 
Kepulauan juga mengalami  perubahan. Selama tahun 2003 sampai 
sekarang penduduk Kota Tidore Kepulauan tumbuh  dengan laju  
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu rata-rata sekitar 2,69 
persen pertahun. 
Seperti daerah lain berkembang lainnya, penduduk Kota Tidore 
Kepulauan tergolong penduduk muda, dimana persentase penduduk usia            
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0-14 tahun masih cukup besar, yaitu sekitar 31,70 persen pada tahun 
2007.Untuk usai produktif 15-64 tahun di Kota Tidore Kepulauan 
persentasenya sekitar 63,52 persen tahun 2007, sedangkan penduduk 
usia tua 65 tahun keatas di Kota Tidore Kepulauan persentasenya 4,78 
persen dengan angka beban ketergantungan (ABT) sekitar 57 yang berarti 
dari 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung sekitar 57 jiwa 
penduduk yang non produktif. 
Jika dilihat antar kecamatan, pada tahun 2007  Kecamatan Tidore  
merupakan kecamatan yang tersebar penduduknya yang mencapai 16,85 
persen dari total penduduk Kota Tidore Kepulauan, sedangkan yang 
terkecil adalah Kecamatan Oba Selatan  hanya sampai 2,34 persen saja. 
Kepadatan penduduk Kota Tidore Kepulauan sekitar 300 jiwa per 
km2, yang berarti secara rata-rata dalam setiap kilometer persegi wilayah 
pada tahun 2007 dihuni oleh 300 jiwa penduduk. 
Sebaran penduduk Kota Tidore Kepulauan di 8 kecamatan jika 
dilihat dari kepadatan penduduknya relatif tidak merata. Ini terlihat dari 
kepadatan dimasing-masing kecamatan yang masih timpang, yaitu 
kepadatan tertinggi mencapai 3.391 jiwa per km2 (Kecamatan Oba 
Selatan) sedang terendah 67 jiwa per km2 (Kecamatan Tidore). 
Ketimpang ini mungkin disebabkan oleh kondisi geografis masing-
masing kecamatan yang juga relatif berbeda dimana daerah dataran 
rendah seperti Kecamatan Oba Selatan, Tidore utara, Tidore, dan lainnya 
lebih padat penduduknya dibanding dengan daerah yang berada pada 
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ketinggian, yang kondisi alamnya tergolong sulit dijangkau seperti 
Kecamatan Oba Timur, Oba Utara, dan kecamatan lainnya di wilayah 
pegunungan lainnya. 
Perincian mengenai jumlah penduduk dan kerapatan Km2 disajikan 
pada tabel 3 berikut:   
Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin di Kota Tidore Kepulauan 
 
 
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Tidore 11.753 11.325 23.078 
2 Tidore Selatan 7.370 7.403 14.773 
3 Tidore Utara 8.111 8.024 16.135 
4 Tidore Timur 3.760 3.573 7.333 
5 Oba 5.757 5.343 11.100 
6 Oba Selatan 2.752 2.597 5.349 
7 Oba Utara 6.752 6.376 13.128 
8 Oba Tengah 4.423 4.097 8.5520 
Jumlah  50.678 48.378 99.416 
Sumber : Dinas Kependudukan dan catatan sipil,2010 (diolah) 
 
Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umum dapat 
dilihat pada tabel 4 penduduk menurut luas wilayah, jumlah rumah tangga, 





Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadata 
Penduduk di Kota Tidore Kepulauan 
 







1 Tidore 212,15 5.613 23.078 1.058 
2 Tidore Selatan 249,32 3.547 14.773 997 
3 Tidore Utara 221,33 3.830 16.135 939 
4 Tidore Timur 199,92 1.715 7.333 1.594 
5 Oba 2.373,63 2.568 11.100 1.388 
6 Oba Selatan 2,210,92 1.244 5.349 3.391 
7 Oba Utara 1.155,91 3.232 13.128 484 
8 Oba Tengah 2.493,17 1.962 8.5520 220 
Jumlah  13.862,86    23.71 99.416 11.801 
 
B. Pendidikan 
Sudah menjadi kesadaran kita bersama bahwa pendidikan saat ini 
memegang peranan yang sangat penting di dalam  menentukan masa 
depan suatu bangsa. Sehingga pembangunan dibidang pendidikan ini 
sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. 
Dari segi jumlah sekolah, di tingkat pedidikan dasar, jumlah sekolah 
dasar yang tersedia pada tahun 2003/2008 mengalami kenaikan menjadi 
381 buah dari 379 buah pada tahun sebelumnya. Sekolah Lanjutan 
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Tingkat Pertama (SLTP) juga mengalami perubahan menjadi 41 buah dari 
40 buah pada tahun 2003/2004, sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas (SLTA) tidak mengalami perubahan. 
Sedangkan perbandingan jumlah murid terhadap guru pada 
Sekolah Dasar selama tiga (3) tahun terakhir bertambah dari 22 menjadi 
24, artinya beban satu orang guru ada 22 murid bertambah menjadi 24 
orang murid. Pada SLTP juga mengalami kenaikan dari 14 hingga 17 
orang murid perguru. 
Penduduk Kota Tidore Kepulauan yang berumur 20 tahun keatas 
ada sekitar 22,26 persen tidak pernah sekolah, 18,03 persen yang masih 
sekolah dan 59,70 persen sudah tidak, bersekolah lagi, bila dilihat dari 
pendidikan yang ditamatkan, 30,28 persen tidak/belum tamat SD. 
Penduduk yang menamatkan SD, SLTP dan SLTA mencapai 65,63 
persen sedangkan Diploma Satu (D 1) keatas hanya ditamatkan oleh 
kurang 4,10 persen dari total penduduk usia 10 tahun keatas yang 
sekolah. 
Rincian mengenai penduduk berumur 7 – 24 tahun masih sekolah 
menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan di Kota Tidore Kepulauan 












Jenis Kelamin Total Persentase 
(%) Laki-laki Perempuan 
SD 33.484 29.306 62.790 63,08 
SLTP 10.137 10.034 20.071 20,16 
SLTA 6.132 5.911 12.043 12,08 
Diploma I Keatas 2.137 2.515 4.652 4,68 
Jumlah 51.790 47.866 99.556 100,00 
  Sumber : Data sekunder, 2010 
Sedangkan jumlah sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan di 
Kota Tidore Kepulauan mulai dari SD sederajat, SLTP sederajat dan SMU 
sederajat, dapat terlihat pada tabel 8 sebagai berikut : 
Tabel 4.5 
Jumlah SD/Sederajat, SLTP/Sederajat dan SMU/Sederajat menurut 
Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan 
 







1 Tidore 20 7 4 31 
2 Tidore Selatan 16 2 2 20 
3 Tidore Utara 16 2 2 20 
4 Tidore Timur 4 - - 4 
5 Oba 9 1 - 10 
6 Oba Selatan 7 1 1 9 
7 Oba Utara 10 1 1 12 
8 Oba Tengah 10 1 - 11 
Jumlah  92 15 10 117 
      Sumber : Data sekunder, 2010 
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4.1.3. Sosial dan Budaya 
A. Agama 
Penduduk Kota Tidore Kepulauan tahun 2003- sekarang, yang 
menganut agama Islam sekitar 100%, sejalan dengan hal tersebut maka 
tempat peribatan bagi penganut agama Islam terlihat lebih menonjol dari 
agama yang lainnya. 
B. Bahasa 
Pergaulan hidup sehari-hari, bahasa yang umum dipergunakan 
dalam berkomunikasi adalah bahasa Tidore. Hal ini mengingat latar 
belakang penduduknya yang sebagian besar suku Tidore. Sedangkan 
bahasa lainnya terutama bahasa Ternate dan Tobelo, kalaupun juga 
banyak menggunakannya, biasanya terbatas pada orang-orang di 
lingkungan pergaulannya. Sementara bahasa Indonesia sebagai bahasa 
kesatuan nasional walaupun banyak dipergunakan secara umum, tetapi 
biasanya hanya di lingkungan pergaulan yang sifatnya resmi seperti 
kantor-kantor, sekolah-sekolah dan tempat pertemuan sosial lainnya. 
 
4.2. Gambaran Umum Kantor Inspektorat Daerah Kota Tidore 
Kepulauan 
Kantor Inpektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan, adalah suatau 
badan instansi pemerintah yang berada di daerah (Kota Kota ) yaitu Kota 
Tidore Kepulauan dan mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah 




 Instansi Inspektorat Daerah ini di pimpin oleh seorang kepala 
badan dan memiliki bawahan seorang kepala bagian yaitu kepala bagian 
tatausaha, dan dalam struktur organisasinya terdapat 4 (empat) bidang 
yaitu bidang pengawasan aparatur, bidang pengawasan pembangunan, 
bidang pengawasan keuangan, dan bidang pengawasan kesejatran 
sosial. Inspektorat Daerah ini terletak di soa-siu Kecamatan Pulau Tidore 
dan tepatnya yaitu di Kelurahan Gamtufkange Jl.Rumah Sakit Soa-siu 
Tidore. 
 Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan mempunyai jumlah 
pegawai sebanyak 24 orang yang tersebar pada setiap bidang dan 
jabatan. Struktur lainnya, sebagaimana dijabarkan dalam struktur 


















4.2.1. Visi dan Misi Kantor Inspektorat Daerah Kota Tidore 
Kepulauan. 
A. visi dari kantor Inspektorat Kota Tidore Kepulauan yaitu : 
1. Profesionalisme : Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang 
secara mandiri dan keahlian serta dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Pengawasan : Suatu kegiatan yang diawasi secara terus menerus 
agar terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
3. Penyelengaraan dan pengolahan : Suatu proses kegiatan yang 
ditujukan untuk menjamin agar Pemerinthan Daerah berjalan 
secara efisien sesuai dengan rencana dan berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
4. Pemerintahan yang akuntabel : Suatu bentuk penyelengaraan 
Pemerintahan secara bersih dan bertanggungjawab untuk 
mewujudkan Apartur Pemerintahan yang profesional, menjunjung 
tinggi ahlak dan moralitas, bertanggungjawab serta menciptakan 
kinerja birokrasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara 
optimal. 
“TERWUJUDNYA PROFESIONALISME DALAM PENGAWASAN GUNA 
MENDORONG PENYELENGGARAAN DAN PENGOLAHAN 
PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL” 
 
B. Misi dari kantor Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan yaitu : 
 Untuk mewujudkan Visi Inspektorat Daerah tersebut ditetapkan Misi 
sebagai berikut : 
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1. Menigkatkan Efektifitas Pengawasan. 
2. Mencegah Korupsi,Kolusi dan Nepotisme. 
3. Mendorong Akuntabilitas Unit Kerja yang baik. 
4. Menigkatkan Disiplin dan Etos Kerja. 
5. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat. 
6. Meningkatkan Hubungan Harmonis dengan Aparat Inspektorat dan 
Aparat lainnya. 
7. Menegakkan Etika dan Moral Pengawasan dan Pemeriksaan. 
4.2.2. Tugas dan Fungsi Kantor Inspektorat Daerah Kota Tidore 
Kepulauan. 
1. Nama Jabatan Inspektur 
a. Tugas Pokok :  
Membantu Walikota dalam pengawasan terhadap 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota, 
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 
kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerinthan 
kelurahan/desa. 
b. Fungsi : 
Perumusan kebijakan, pengembangan dan penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang pengawasan. 
2. Nama Jabatan Sekretaris 
a. Tugas Pokok : 
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  Membantu Inpektur dalam merumuskan program dan 
menyeleng-garakan urusan administrasi dan ketatausahaan 
serta hubungan masyarakat. 
b. Fungsi :  
Perumusan program dan pembinaan pengolahan urusan 
administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan 
perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta 
hubungan masyarakat.  
3. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. 
a. Tugas Pokok :  
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan 
perlengkapan. 
b. Fungsi : 
Pengolahaan administrasi umum, sarana dan prasarana. 
4. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian. 
a. Tugas Pokok :  
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan 
kepegawaian. 
b. Fungsi :  
Pengolahan admnstrasi kepegawaian di lingkup Inspektorat. 
5. Nama Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 
a. Tugas Pokok :  
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Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan dan 
pengendalian rencana/program kerja pengawasan menghimpun 
dan menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, 
dokumentasi dan pengolahan data pengawasan serta 
pengolahaan adminstrasi keuangan. 
b. Fungsi : Pengolahaan perncanaan pengawasan dan adminstrasi 
keuangan. 
6. Nama Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah 1 
a. Tugas Pokok :  
Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus 
pengaduan serta melakukan pembinaan dan pengawasan pada 
wilayah kerja yang dibawahinya di lingkup pemerinthan kota dan 
kecamatan serta desa/kelurahan. 
b. Fungsi :  
Penyusunaan, pengolahan dan pengendalian program lingkup 
Inspektorat pembantu yang meliputi urusan Pengawasan 
Pemerintah Bidang Pembangunan, Pengawasan Pemerintah 
Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. 
7. Nama Jabatan Kepala Seksi Pengawas Pemerintahan Bidang 
Pembangunan. 
a. Tugas Pokok :  
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Membantu Inpektu Pembantu Wilayah 1 dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap urusan pengawasan pemerintahan, 
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang 
tugasnya. 
b. Fungsi :  
pengolahan kegiatan pengawasan pemerintah bidang 
pembagunan. 
8. Nama Jabatan Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang 
Pemerintahan dan Kemasyarakatan. 
a. Tugas Pokok :  
Membantu Inspektur Pembantu Wilayah 1 dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus 
pengaduan sesuai dengan tugasnya. 
b. Fungsi :  
Pengolahan pelaksanaan kegiatan pengawasan Bidang 
Pemrintahan dan Kemasyarakatan.  
9. Nama Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah II 
a. Tugas Pokok :  
Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus 
pengaduan serta melakukan pembinaan dan pengawasan pada 
wilayah kerja yang dibawahinya di lingkup pemerintahan kota 
dan kecamatan serta desa/kelurahan. 
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b. Fungsi :  
Penyusunan, pengolahan dan pengendalian program lingkup 
Inspektorat pembantu yang meliputi urusan Pengawasan 
Pemerintah Bidang Pembangunan, Pengawasan Pemerintah 
Bidang Pemerintahan dan Bidang Kemasyarakatan. 
10. Nama Jabatan Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang 
Pembangunan. 
a. Tugas Pokok :  
Membantu Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dan kasus 
pengaduan sesuai bidang tugasnya. 
b. Fungsi :  
pengolahan penyelenggaraan kegiatan pengawasan 
Pemerintahan Bidang Pembangunan. 
11. Nama Jabatan Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang 
Pemerintahan dan Kemasyarakatan. 
a. Tugas Pokok :  
Membatu Inspektur Pembantu wilayah II dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus 
pengaduan sesuai bidang tuganya. 
b. Fungsi :  
Pengolahan pelaksanaan kegiatan pengawasan Bidang 
Pemerintah dan Kemasyarakatan. 
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12. Nama Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah II. 
a. Tuga Pokok :  
Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus 
pengaduan serta melakukan pembinaan dan pengawasan pada 
wilayah kerja yang dibawahinya di lingkup pemerintah kota dan 
kecamatan serta desa/kelurahan. 
b. Fungsi :  
Penyusunan, pengolahan dan pengendalian program lingkup 
Inspektorat pembatu yang meliputi urusan Pengawasan 
Pemerintahan Bidang Pebangunan, Pengawasan Pemerintah 
Bidang Pemerintahan dan Bidang Kemasyarakatan. 
13. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang 
Pembangunan. 
a. Tugas Pokok :  
Membatu Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Dearah dan kasus 
pengaduan sesuai bidang tugasnya. 
b. Fungsi :  
pengolaan penyelenggaraan kegiatan pengawasan Pemerintah 
Bidang Pembangunan. 
14. Nama Jabatan Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang 
Pemerintahan dan Kemasyarakatan. 
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a. Tugas Pokok :  
Membantu Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus 
pengaduan sesuai bidang tugasnya. 
b. Fungsi :  
Pengolaan pelaksanaan kegiatan pengawasan Bidang 
Pemerintahan dan Kemasyarakatan. 
4.2.3. Tips penataan organisasi Inspektorat Prov/Kab/Kota 
 
1. Perda tidak mengatur rinci tentang ruang lingkup Irbanwil dan 
Seksi. 
2. Peraturan Gub/Bupati/Walikota menjabarkan ruang lingkup tugas 
Irbanwil dan Seksi. 
3. Sementara proses transisi terbentuknya Jafung PPP,dilakukan 
capacity building. 
4. Pilihan jafung dan atau struktural berdasarkan kompetensi dan 
minat ybs. 
5. Pertegas tentang pertanggungjawaban Inspektur Prov/Kab/Kota. 
6. Setelah terbentuk jafung Pejabat Pengawas Pemerintah, jabatan 
struktural di bawah Irbanwil dapat di-inpassing 
menjadi pejabat fungsional. 




Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan 
dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 13 tahun 2001, tanggal 13 Januari 
2001 menetapkan sebagai berikut : 
1. Kepala Badan. 
2. Sekretaris, membawahi : 
a. Sub Bagian Umum 
b. Sub Bagian Kepegawaian 
c. Sub Bagian Keuangan 
d. Sub Bagian Perencanaan 
3. Bidang Pengawasan Pemerintahan, membawahi : 
a. Sub Bagian Pengawasan Umum, Daerah, Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan 
b. Sub Bagian Pengawasan Pertahanan dan Lingkungan Hidup 
c. Sub Bagian Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 
Masyarakat 
4. Bidang Pengawasan Administrasi dan Keuangan, membawahi : 
a. Sub Bidang Pengawasan Aparatur 
b. Sub Bidang Pengawasan Keuangan 
c. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan 
5. Bidang Pengawasan Ekonomi Pembangunan, membawahi : 
a. Sub Bidang Pengawasan Pertanian, Perhutanan dan Eksplorasi Laut 
b. Sub Bidang Pengawasan Industri, Perdagangan dan Koperasi 
Penanaman Modal dan BUMN 
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c. Sub Bidan Pengawasan Pengendalian Pembangunan 
6. Bidang Pengawasan Kesejatraan Sosial, membawahi : 
a. Sub Bidang Pengawasan Kesos dan Tenaga Kerja 
b. Sub Bidang Pengawasan Pendidikan, Kepemudaan dan Agama 
c. Sub Bidang Pengawasan Kesejatran dan Kependudukan 
4.3. Hasil Penelitan Dan Pembahasan 
4.3.1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada  
          Kantor  Inspektorat di Kota Tidore Kepulauan 
 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam 
meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah 
salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan 
adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan 
merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan   
oleh Aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang 
direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil 
pekerjaan yang  tidak sesuai dengan yang direncanakan. 
Salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan 
fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 
adalah pada Kantor Inspektorat, Kota Tidore Kepulauan. Dimana fungsi 
dan peran kantor Inspektorat adalah melakukan pemeriksaan, pengujian 
dan penilaian atas kinerja perangkat daerah dan badan usaha milik 
daerah serta usaha daerah lainnya. 
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Pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat di Kota Tidore, 
Kepulauan maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas 
pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan. Hal ini 
bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah 
dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah              
maka penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Kantor 
Inspektorat daerah kota Tidore Kepulauan ditekankan pada                      
pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan. Adapun hasil 
penilaian efektivitas dari masing-masing pelaksanaan pengawasan                           
di Kantor Inspektorat kota Tidore, kepulauan dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
A. Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan pada Kantor Inspektorat  
    Daerah Kota Tidore, Kepulauan 
Dalam melakukan pemeriksaan oleh kantor Inspektorat kota  
Tidore, kepulauan maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan 
pada pengawasan Apratur pemerintah daerah, pelaksanaan 
pembangunan daerah, pengawasan dalam bidang keuangan serta 
kesejahteraan sosial. Alasan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menilai 
apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang 
dilakukan oleh keempat bidang dalam pemerintahan daerah (bidang 
Aparatur, Pembangunan, Keuangan dan Bidang Kesejahteraan Sosial) 
dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan 
aktivitas pemerintahan khususnya di kota Tidore, Kepulauan. 
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Penilaian efektivitas dalam melakukan pemeriksaan khususnya 
pada Kantor Inspektorat Daerah kota Tidore, sesuai dengan hasil 
wawancara dengan Bapak Mansyur Umar, SE. selaku Kasi Pengawasan 
Pemerintah bidang pembangunan yaitu sebagai berikut : 
 Pelaksanaan pemeriksaan dalam pelaksanaan pembangunan 
selama ini belum terkoordinasi dengan baik, dimana tenaga 
pemeriksaan belum menetapkan bidang penyimpangan yang 
paling sering terjadi (wawancara tanggal 3 Mei 2011) 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan 
dengan Kasi Pengawasan bidang pembangunan, sehingga dapatlah 
disimpulkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dalam bidang 
pembangunan belum terkoordinasi dengan baik. Salah satu faktor yang 
menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan yang belum terkoordinasi 
dengan baik karena setiap tenaga pemeriksaan (pegawai) belum 
menetapkan bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi,              
dan selain itu belum adanya pemeriksaan obyektif yang harus dilakukan 
dalam melakukan pemeriksaan. 
Kemudian wawancara dengan bapak H. Abu Bakar Husain, S.Ip. 
selaku Inspektur pada Kantor Inspektorat di kota Tidore, Kepulauan yaitu 
sebagai berikut : 
Salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh tenaga 
pemeriksa adalah penilaian obyektif bidang pengawasan 
secara keseluruhan dan mudah dipahami. (wawancara tanggal 
3 Mei 2011) 
 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Inspektur              
pada Kantor Inspektorat bahwa kelancaran pelaksanaan pemeriksaan 
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guna menunjang kegiatan pengawasan adalah perlu ditunjang 
pemeriksaan obyektif pelaksanaan pemeriksaan dari masing-masing 
bidang pengawasan dan mudah dipahami. Oleh karena itulah                
dapatlah disimpulkan bahwa disamping dari pelaksanaan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa dimana tidak terkoordinasi adalah 
pihak tenaga pemeriksa belum memenuhi bidang-bidang penyimpangan 
yang paling sering terjai seperti bidang aparatur, bidang pembangunan, 
bidang keuangan dan bidang kesejahteraan sosial. 
Selanjutnya wawancara dengan Kasi Pengawas Pemerintah bidang 
pemerintahan dan kemasyarakatan yaitu sebagai berikut : 
Pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh tenaga 
pemeriksa seringkali tidak tepat waktu (wawancara tanggal 3 Mei 
2011) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pengawas Pemerintah 
bidang Pemerintahan dan kesejahteraan sosial pada Kantor Inspektorat  
di Kota Tidore Kepulauan, ternyata dalam melakukan pemeriksaan 
terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas oleh pemerintah 
daerah seringkali tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena lambatnya 
pengumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan 
pemeriksaan. Kemudian dari hasil wawancara dengan Inspektur   H. Abu 
Bakar Husain, SIP. pada Kantor Inspektorat di kota Tidore, Kepulauan 
mengenai sistem pemeriksaan dalam pengawasan kinerja pemerintahan 
daerah yaitu sebagai berikut : 
Pelaksanaan pemeriksaan atas fungsi pengawasan belum 
fleksibel karena belum mampu menyesuaikan situasi                                          
yang terjadi dalam kondisi ini (wawancara tanggal 5 Mei 2011) 
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai sistem pemeriksaan 
dalam melakukan pengawasan dengan masing-masing bidang aktivitas 
pemerintahan daerah, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa sistem 
pemeriksaan yang selama ini dilakukan belum fleksibel, alasannya karena 
dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah  
belum mampu mengungkap kondisi yang seringkali terjadi. Contohnya 
kondisi ekonomi yang selama ini terjadi. 
 
B. Pelaksanaan Pengujian 
Berdasarkan hasil penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan 
pemeriksaan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan yang 
dijalankan oleh Kantor Inspektorat di kota Tidore, Kepulauan maka 
penilaian selanjutnya dalam melakukan efektivitas pengujian dalam 
menerapkan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat                    
di Kota Tidore, Kepulauan. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, akan disajikan 
hasil wawancara dengan Bapak Mansyur Umar, SE. selaku Kasi 
Pengawasan Pemerintah dalam bidang pembangunan yaitu berikut : 
Pelaksanaan pengujian yang dilakukan belum akurat, dimana 
data/informasi yang diperoleh belum dapat dijadikan pedoman 
dan valid (wawancara tanggal 5 Mei 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan di atas, 
maka salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pengujian 
adalah data yang tidak akurat, dimana data yang diperoleh belum                
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dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengujian dan                     
valid. Sehingga salah satu faktor yang menyebabkan adanya 
ketidakakuratnya informasi yang diperoleh di lapangan dan selain itu 
adanya  keterbatasan setiap pihak di dalam memberikan informasi. 
Kemudian wawancara dengan  Ibu Kalsum S. Sulaeman selaku 
Kasi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan : 
Pelaksanaan pengujian yang dilakukan tidak obyektif karena 
pengujian tidak didasari oleh bidang-bidang penyimpangan 
yang sering terjadi (wawancara tanggal 6 Mei 2011) 
 
Dari hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan ternyata 
dalam melakukan pengujian dengan sejumlah informasi yang diperoleh 
tidak obyektif, dimana pengujian atas sejumlah informasi yang diterima 
tidak sesuai dengan bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi. 
Salah satu faktor yang menyebabkan karena adanya keterbatasan 
sejumlah informasi yang ada di lapangan dan selain itu belum adanya 
koordinasi yang terlibat langsung dalam melakukan pengawasan                    
terhadap kinerja pemerintah daerah. 
 
C. Efektivitas Pelaksanaan Pengusutan dalam Fungsi Pengawasan 
Aktivitas pelaksanaan pengawasan selain daripada pemeriksaan 
dan pengujian juga ditunjang oleh adanya pelaksanaan pengusutan.                
Oleh karena itulah perlu ditunjang oleh adanya penilaian mengenai 
efektivitas pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan fungsi 
pengawasan kinerja pemerintah daerah. 
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Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak H. Abu Bakar 
Husain selaku Inspektur pada Kantor Inspektorat di Kota Tidore, 
Kepulauan dapat diuraikan sebagai berikut : 
Salah satu misi yang dlakukan dalam pengusutan adalah 
mempermudah untuk melakukan penyelewengan terhadap 
dugaan penyimpanan dan penyalahgunaan wewenang  baik 
berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengawasan 
atas informasi dari berbagai pihak (wawancara tanggal 6 Mei 
2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur pada kantor 
Inspektorat Kota Tidore di Kepulauan maka kesimpulan yang dapat 
diambil bahwa salah satu tujuan yang dilakukan dalam melakukan 
pengusutan adalah untuk mempermudah dalam melakukan penyelidikan 
atas penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan 
temuan hasil pemeriksaan maupun pengadaan atau informasi dari 
berbagai pihak. 
Kemudian dilihat dari hasil pemeriksaan mengenai efektivitas 
pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan pengawasan maka 
akan disajikan hasil wawancara dengan Kasi Pengawas Pemerintah 
bidang pembangunan Bapak Mansyur Umar yaitu sebagai berikut : 
Pelaksanaan penyelidikan belum dilakukan secara tepat waktu 
dan belum obyektif (wawancara tanggal 7 Mei 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan, 
ternyata dalam pelaksanaan penyelidikan belum tepat waktu. Hal ini 
disebabkan karena lambatnya informasi yang diterima dalam melakukan 
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pemeriksaan dan pengujian dari setiap data yang dijadikan obyek 
pengawasan. 
Selanjutnya dari hasil wawancara Ibu Kalsum, S. Soleman selaku 
Kasi Pengawas Pemerintah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 
yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan belum terpusat     
yakni belum dapat memutuskan bidang-bidang penyimpangan 
yang terjadi (wawancara tanggal 8 Mei 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara, maka dapatlah disimpulkan              
bahwa dalam melakukan penyelidikan nampak belum tepat, alasannya 
karena dalam melakukan penyelidikan tenaga penyidik khususnya                     
pada Kantor Inspektorat di Kota Tidore, Kepulauan nampak belum 
didasari berdasarkan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi. 
Kemudian pelaksanaan penyelidikan khususnya pada Kantor 
Inspektorat yang selama ini belum dilakukan secara tepat/efektif. Hal ini 
sesuai dengan hasil wawancara dengan Inspektur pada Kantor 
Inspektorat di Kota Tidore Bapak H. Abu Bakar Husain yaitu : 
Pelaksanaan penyelidikan terhadap bidang-bidang yang 
menyimpang semakin tidak sesuai dengan yang ditargetkan, 
Hal ini disebabkan oleh tidak adanya koordinasi antara tenaga 
pemeriksa dengan tenaga penyelidik dalam memeriksa 
penyimpangan yang terjadi (wawancara tanggal 10 Mei 2011) 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur pada Kantor 
Inspektorat di Kota Tidore, Kepulauan ternyata dapatlah disimpulkan 
bahwa pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh karyawan 
Inspektorat selama ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu 
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penyebabnya adalah pelaksanaan penyelidikan belum terpusat dalam 
bidang-bidang penyimpangan yang terjadi dan selain itu pelaksanaan 
penyelidikan belum dilakukan secara tepat waktu. 
 
4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan fungsi 
Pengawasan di Kantor Inspektorat di Kota Tidore, Kepulauan 
 
Dalam UU. No. 22 tahun 2009 dan Undang-undang No. 20 tahun 
2001 pasal 11 yang menguraikan bahwa inspektorat melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan fungsional  
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan                    
Badan Usaha Milik Daerah serta usaha lainnya. Kemudian aktivitas yang 
dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan, pengujian dan 
penilaian atas kinerja perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah 
serta usaha lainnya. 
Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam melakukan                                       
aktivitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, faktor-faktor tersebut dapat meliputi : aparat pengawas dan 
sarana/prasarana,. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka dari          
hasil wawancara dengan Bapak H. Abu Bakar Husain selaku Inspektur 
pada Kantor Inspektorat di Kota Tidore, Kepulauan yaitu sebagai berikut : 
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Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sangat ditunjang oleh adanya kompetensi 
aparatur dan disamping itu tersedianya sarana dan prasarana 
dalam melakukan pengawasan (wawancara tanggal 15 Mei 
2011). 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur pada Kantor 
Inspektorat di Kota Tidore maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa 
penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah dapat terlaksana           
jika ditunjang oleh tersedianya aparatur dan memiliki kompetensi dari 
pekerjaan yang ditangani dan selain itu ketersediaan sarana dan 
prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan. 
Kemudian dari hasil wawancara dengan Kasi Pengawasan 
Pemerintah Bidang Pembangunan mengenai rasa tanggungjawab           
Aparat pengawasan pada Kantor Inspektorat di kota Tidore yaitu                  
Bapak Mansyur Umar, SE. sebagai berikut : 
Aparat pengawasan Kantor Inspektorat sudah memiliki rasa 
tanggungjawab dari setiap pekerjaan yang ditangani 
(wawancara tanggal 16 Mei 2011) 
 
 
Dari hasil wawancara yang telah diuraikan di atas maka dapatlah 
disimpulkan bahwa aparatur pengawas dalam menangani setiap  
pekerjaan yang berkaitan dengan pemeriksaan, pengujian dan 
pengusutan memiliki rasa tanggungjawab dalam penyelenggaraan 
pekerjaan di bidang pengawasan kinerja pemerintah bidang pemerintahan 
dan kemasyarakatan Ibu Kalsum, S. Soleman yaitu sebagai berikut : 
Penyelenggaraan pengawasan sudah ditunjang oleh adanya 
sarana dan prasarana, seperti : perlengkapan kantor, komputer 
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dan alat lainnya yang mendukung pekerjaan (wawancara 
tanggal 17 Mei 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketersediaan sarana                  
dan prasarana dalam melakukan pengawasan maka kesimpulan dari hasil 
wawancara bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan yang 
selama ini dilakukan oleh Kantor Inspektorat, Kota Tidore selama ini 
sudah ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana, seperti : 
perlengkapan kantor, komputer dan alat-alat lainnya yang mendukung 
pekerjaan lainnya dalam penanganan pekerjaan di bidang fungsi 
pengawasan. 
Kemudian wawancara lainnya dengan Bagian Umum dan 
Perlengkapan pada Kantor Inspektorat di Kota Tidore Kepulauan yaitu : 
Perlengkapan kantor dan sarana lainnya dalam mengerjakan 
aktivitas di bidang pengawasan sudah tersedia lengkap dan 
sudah menunjang pelaksanaan pengawasan. (wawancara, 
tanggal 17 Mei 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan 
ternyata perlengkapan yang ada di Kantor Inspektorat di Kota Tidore 
sudah tersedia secara lengkap dan mendukung aktivitas fungsi 
pengawasan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa faktor               
yang menunjang terhadap pelaksanaan pengawasan. Sebab berhasil/ 
tidaknya suatu visi dan misi Kantor Inspektorat di Kota Tidore dalam 
melakukan pengawasan adalah Aparatur Pengawasan dalam 
mengerjakan pekerjaan dibidang pengawasan dan selain itu tersedianya 
sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pengawasan kinerja 
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Pemerintahan Daerah khususnya pada Kantor Inspektorat di Kota           
Tidore Kepulauan. 
Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan dalam menilai 
efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan pada Kantor Inspektorat                 
di Kota Tidore Kepulauan. Dimana indikator penilaian yang digunakan 
dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, maka penulis 
menetapkan indikator dari pendapat yang sebagaimana dikemukakan oleh 
Sarwoto bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika  
ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur 
keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karena itulah dalam pembahasan 
digunakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, 
pengujian dan pengusutan.  Dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi 
pengawasan yang menjadi titik pokok dalam pembahasan adalah 
efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan 
terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah khususnya di Kota Tidore 
Kepulauan. 
Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam               
pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang selama             
ini belum dilakukan secara efektif. Alasannya karena pelaksanaan 
pemeriksaan kinerja pemerintahan daerah yang selama ini belum            
sesuai dengan yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan 
karena ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan tidak tepat          
waktu, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam 
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pelaksanaan pemerintahan daerah adalah lambatnya pengumpulan               
data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu 
dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang 
penyimpangan yang seringkali terjadi terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Khususnya di Kota Tidore Kepulauan 
Kemudian dilihat dari efektivitas pelaksanaan pengujian dari 
masing-masing bidang pengujian dari masing-masing bidang 
penyimpangan yang sudah ditelusuri belum ditunjang oleh        
ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat dijadikan sebagai 
pedoman dalam melakukan penyelidikan selanjutnya di samping itu 
pengujian yang telah dilakukan belum fleksibel, alasannya karena hasil 
pengujian yang sudah dilakukan belum terpusat dalam memutuskan 
bidang-bidang penyimpangan yang terjadi. 
Selanjutnya efektivitas dalam penyelidikan terlihat belum                      
efektif, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melakukan 
penyelidikan dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah           
satu faktor yang menyebabkan adalah adanya keterlambatan dalam 
pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian data yang akan dijadikan 
sebagai dasar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga dampaknya  
tidak korektif dalam melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaran 




Kemudian dilihat dari faktor yang menunjang kelancaran 
pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat                 
di Kota Tidore Kepulauan adalah aparatur pengawas yang terlibat 
langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dari hasil 
penelitian ini yang menunjukkan bahwa aparatur pengawas (tenaga 
pemeriksa dan pengujian serta tenaga penyelidik) sudah memiliki rasa 
tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai  
dengan yang direncanakan. Dan selain itu pihak pengawas sudah 
memiliki kompetensi dalam menangani setiap pekerjaan yang ada            
pada Kantor Inspektorat di Kota Tidore Kepulauan. 
Selanjutnya faktor sarana dan prasarana yang dilakukan selama                        
ini dimiliki oleh Kantor Inspektorat di Kota Tidore sudah mendukung ketiga 
fungsi pengawasan. Sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor, 
komputer, sarana lainnya sudah menunjang aktivitas pengawasan                                 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana 
telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu 
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan 
khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Tidore, Kepulauan 
ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan                
baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata 
belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan             
waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data 
penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor 
Inspektorat, kota Tidore. 
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kota                        
Tidore adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, 
pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu 
tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan 







Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan 
dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Disarankan agar perlunya diterapkan fungsi perencanaan                
program pengawasan, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang 
kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ 
informasi yang akurat selama ini akan menunjang pelaporan           
terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
2. Disarankan pula, agar terselenggaranya aparatur pengawas yang 
bersih dan memiliki rasa tanggungjawab dalam menangani setiap 
pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan 
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